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BUPATI BANYUWANGI

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi
daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan di bidang
Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuwangi perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Jasa Usaha.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik
Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 3817);
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3821);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Republik Indonesia Nomor 132);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor
5015);
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor
5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan
Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 28);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007
tentang Barang yang dapat disimpan di Gudang;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010
tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan unit
penanganan daging (Meat Cutting Plant);

Keputusan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor:
KM 200/HK.044/PHB/1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang
Terminal Transportasi Jalan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang
Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor:
650/MPP/KEP/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar
Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Komoditi Agro;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 4
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Lembaran
Daerah Tahun 1988 Nomor 3/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2007
tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 11/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D.



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4
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Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.

Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD
Kabupaten Banyuwangi.

Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Banyuwangi yang membidangi.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi,
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial
atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha
lainnya.

Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki dan atau
dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-
bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung,
diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan
surat berharga lainnya yang selanjutnya disebut kekayaan daerah.

Tanah adalah tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah kabupaten
Banyuwangi;

Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman dan segala perlengkapan
yang disediakan didalamnya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah kabupaten
Banyuwangi;

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan
penyediaan tempat pemakaian Kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah dan
bangunan, pemakaian ruangan pesta dan rapat, pemakaian kendaraan/alat-alat milik
Daerah dan lain sebagainya.
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Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan
fasilitas pasar atau pertokoan vyang dikontrakkan, yang disediakan atau
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh
Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
usaha penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan prasarana yang
disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.

Tempat Pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah
Daerah untuk melakukan Pelelangan termasuk jasa pelelangan lainnya yang
disediakan ditempat pelelangan termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemerintah
Daerah dari Pihak lain untuk dipakai sebagai tempat pelelangan.

Bakul/Pedagang ikan adalah orang yang pekerjaan sehari-harinya membeli ikan hasil
tangkapan dari nelayan di Tempat Pelelangan (TPI).

Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk
mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang
dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Retribusi Terminal adalah retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pemberian
pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum,
kendaraan angkutan barang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya
dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor atau
kendaraan tidak bermotor dalam satu waktu tertentu ditempat parkir yang telah
disediakan untuk itu.

Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan
umumm yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Jalan adalah jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.

Tempat khusus parkir adalah penyediaan pelayanan ditempat parker yang khusus
disedikan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang
disediakan dan dikelolas oleh badan usaha milik Daerah dan pihak swasta.

Pelataran parkir adalah penyediaan pelayanan tempat parkir yang disediakan oleh
pihak ketiga dengan memungut bayaran.

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan
fasilitas rumah potong hewan meliputi pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan
sesudah pemotongan hewan, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.
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Hewan Potong adalah jenis hewan potong yang di manfaatkan untuk dikonsumsi,
meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi Daerah.

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang
oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan
oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat
Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang
atau tidak seharusnya terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas
serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan
Pemerintah Daerah.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah
data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
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Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

Retribusi Terminal;

. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
Retribusi Rumah Potong Hewan;

. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.



BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3
Retribusi Jasa Usaha termasuk golongan retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pemakaian aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten meliputi:

. tanah;

penggunaan alat berat;

penggunaan tanah lapang di sebelah barat Stadion Diponegoro;

penggunaan Gesibu beserta peralatannya;

penggunaan Gedung Wanita Paramita Kencana;

pemakaian rumah dinas; dan

. pemakaian jasa laboratorium.
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(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah
antara lain pencanangan tiang listrik/telepon atau penanaman/ pembentangan kabel
listrik/telepon di tepi jalan umum;

(3) Dikecualikan sebagai objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
adalah penggunaan tanah lapang di sebelah barat Stadion Diponegoro untuk:

a. rapat-rapat, pertemuan dan upacara yang bersifat resmi yang diselenggarakan
oleh instansi Pemerintah;

b. keperluan keagamaan, sosial dan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah-
sekolah Negeri dan Swasta.

Pasal 6

Subjek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/memakai Kekayaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.



Bagian Kedua
Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu, frekuensi dan jenis
Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang
pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang berorientasi secara efisian dan berorientasi
pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

(1) Penetapan besarnya tarif retribusi ditentukan menurut jenis kekayaan Daerah
dengan memperhatikan tingkat/derajat jasa yang diberikan, jangka waktu pemakaian
serta berorientasi pada harga pasar;

(2) Besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 10

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara jenis barang
bergerak atau tidak bergerak, jangka waktu dengan tarif retribusi.

Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan jangka waktu
pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi sejak menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah atau
sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
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BAB V
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pelelangan

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas
pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara
khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk
jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.

Pasal 15

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat
pelelangan ikan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan
prosentase dari nilai harga jual hasil lelang pada waktu tersebut.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif
Pasal 17
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada prosentase
nilai ikan yang dijual.

Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18
Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 19

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara nilai lelang
dengan tarif retribusi.
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Pasal 20

Rincian penggunaan hasil retribusi dari tempat pelelangan milik Pemerintah Kabupaten

ditetapkan sebagai berikut:

a. Sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten;

b. Sebesar 50% (lima puluh persen) untuk penyelenggaraan dan pembinaan
pelelangan.

Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 20

Masa retribusi tempat pelelangan adalah batas waktu yang lamanya sama dengan jangka
waktu pemanfaatan tempat lelang ikan.

Pasal 21

Saat retribusi terutang terjadi pada saat pemanfaatkan tempat lelang ikan atau sejak
diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi Terminal

Pasal 22

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan
fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan
penumpang dan bis umum, tempat parkir dan bongkar muat barang untuk
kendaraan angkutan barang, dan tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di
lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah;

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah/Pemerintah
Propinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 24

Subjek Retribusi Terminal adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/
memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang disediakan dan/atau
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
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Bagian Kedua
Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jangka waktu, frekwensi, jenis
pelayanan dan jenis kendaraan/fasilitas terminal.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 26
(1) Prinsip penetapan tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang layak;
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan
yang diperoleh apabila pengelolaan jasa penyediaan fasilitas terminal dilakukan
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27
Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 28
Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara jenis kendaraan,
jangka waktu dengan tarif retribusi.

Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 29
Masa Retribusi adalah lamanya pemakaian/penggunaan fasilitas Terminal.

Pasal 30
Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB VII
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 31
Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi, sebagai pembayaran
atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.
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Pasal 32

(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
BUMN, BUMD dan Pihak swasta.

Pasal 33

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati  pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jangka waktu penggunaan fasilitas
dan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 35

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif tempat khusus parkir
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas penyediaan
tempat khusus parkir yang dikelola secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir untuk setiap kendaraan di
tempat khusus parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 37

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara lamanya parkir,
jenis kendaraan, frekuensi, biaya operasional dengan tarif retribusi.
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Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 38

Masa retribusi Tempat Khusus Parkir adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan
jangka waktu lamanya pemakaian Tempat khusus parkir

Pasal 39
Saat Retribusi terutang terjadi sejak pemanfaatan fasilitas tempat khusus parkir atau
sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 40

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas
pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 41

(1) Objek Retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah;

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 42

Subjek retribusi Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan
tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian
penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.
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Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif
Pasal 44
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh
pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 45
Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 46
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya permalam

Pasal 47
Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB IX
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 48

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi, atas pelayanan
penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 49

(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah
pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan
sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

(1) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
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Pasal 50

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan
ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, volume
dan jenis pelayanan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 52

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang
pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi
pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 53
Struktur besarnya tarif retribusi Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 54
Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara jenis hewan,
jenis layanan dengan tarif Retribusi.

Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 55
Masa retribusi Rumah Potong Hewan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan
jangka waktu lamanya pemanfaatan Rumah Potong Hewan.

Pasal 56

Saat Retribusi terutang terjadi sejak pemanfaatkan fasilitas Rumah Potong Hewan atau
sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
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BAB X
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 57
Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan
penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 58

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meliputi:

a. Gelanggang Olahraga Tawangalun;
b. Lapangan Taman Blambangan;
c. Stadion Diponegoro.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, pihak swasta
dan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 59
Subjek adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan
tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 60
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu
pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Pasal 61
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang
pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efesien dan berorientasi
pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 62

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 63

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan jangka waktu
pemanfaatan sarana dan prasarana tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 64

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB XI
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 65

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi, atas
penjualan hasil produksi usaha daerah.

Pasal 66

(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
penjualan produksi yang disediakan dan/atau dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 67
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha

daerah.

Bagian Kedua
Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis produksi, mutu, ukuran dan volume
hasil usaha daerah.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 69

Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya retribusi didasarkan atas tujuan untuk
mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima
oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisiensi dan berorientasi pada harga
pasar.
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Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 70

Besarnya Tarip Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 71

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara volume
penjualan dengan tarif Retribusi.

Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 72

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan
penjualan produksi usaha daerah.

Pasal 73
Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 74
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 75

(1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan;

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;

(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 76

(1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, pejabat dapat mengeluarkan
surat teguran/peringatan lain/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan Retribusi;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat
lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Wajib Retribusi harus melunasi
retribusinya yang terutang;

(3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD;

(4) Bentuk, jenis dan isi Surat Teguran serta penerbitan STRD diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 77
Dalam hal Waijib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan
dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan
STRD.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 78

(1)Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi;

(2) Pemberian pengurangan, keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain diberikan kepada masyarakat/Wajib Retribusi dengan memperhatikan
kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur;

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan
kepada masyarakat/Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, pailit dan atau
kerusuhan;

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 79
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
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(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak
langsung;
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
(4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
hutang retribusi dan belum melunasinya.

(5) Pengakuan hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diketahui dari
pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 78

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu;

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 79
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang
dibayar;

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 80
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
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(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

—

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang-orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;

. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana
tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umumm melalui Penyidik Pejabat
Polisi Negara Indonesia sesuai Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(1)

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Retribusi Terminal, Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2002 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2002 tentang
Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2002 tentang
Retribusi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2003 tentang
Retribusi Tempat Pelelangan di Kabupaten Banyuwangi;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
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(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 82
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 12 September 2011

BUPATI BANYUWANGI,
ttd.
H. ABDULAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 12 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

ttd.

H. Ec. SUKANDI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19560225 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 2/C

Sesuai dengan aslinya,
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Administrasi Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

i

Drs. WIYONO, M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19590920 198603 1 011
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan pendapatan asli daerah khususnya yang
bersumber dari retribusi daerah, maka dipandang perlu Pemerintah Daerah untuk
mencari atau menciptakan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri.
Kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah
dapat terlaksana apabila upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita otonomi daerah.

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan,
kegiatan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan
kemanfaatan umumm diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat
menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Langkah-langkah
ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan retribusi
daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga
masyarakat dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban retribusinya.

Untuk lebih meningkatkan operasional dalam rangka menutupi pembiayaan
belanja daerah maka perlu ditingkatkan pemungutan retribusi terhadap jasa
pelabuhan, karena hal tersebut sangat membantu dalam proses pembangunan
dareah khususnya berkaitan dengan pendapatan asli derah.

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang
diperlukan, dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam peraturan daerah ini, Retribusi
yang diatur adalah retribusi dalam golongan Retribusi Jasa Usaha yang meliputi:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

Retribusi Terminal;

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Retribusi Rumah Potong Hewan;

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

mo a0 T

Hal-hal pokok yang diatur dalam peraturan daerah ini sebagai peraturan
pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah meliputi nama, objek, besar dan cara pengukuran tarif serta cara
pemungutannya.
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A. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1-3
Cukup jelas

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Kekayaan daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah Mall Sri
Tanjung.

Pasal 5
Ayat (1)
huruf a s/d huruf e
cukup jelas

huruf f

Rumah dinas diklasifikasikan sebagai berikut:

1. B1 (rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II/anggota
DPRD):
- Luas bangunan 150 m?
- Luas tanah 350 m?

2. B2 (rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III):
- Luas bangunan 70 m?
- Luas tanah 200 m?

3. B3 (rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon 1V):
- Luas bangunan 54 m?
- Luas tanah 150 m?

4. C1 (rumah instansi/rumah dinas untuk golongan IV):
- Luas bangunan 70 m?
- Luas tanah 200 m?

5. C2 (rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon V):
- Luas bangunan 45 m?
- Luas tanah 120 m?

6. C3 (rumah instansi/rumah dinas untuk staf):
- Luas bangunan 36 m?
- Luas tanah 100 m?

7. D1 (rumah instansi/rumah dinas untuk golongan III):
- Luas bangunan 54 m?
- Luas tanah 150 m?

8. D2 (rumah instansi/rumah dinas untuk golongan II):
- Luas bangunan 45 m?
- Luas tanah 120 m?

9. D3 (rumah instansi/rumah dinas untuk golongan I):
- Luas bangunan 36 m?
- Luas tanah 100 m?

huruf g
cukup jelas
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Pasal 6 - 62
Cukup jelas

Pasal 63
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Tempat rekreasi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah Daerah
Wisata Osing (DWO).

Pasal 64 - 82
Cukup jelas



